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Abstak 
 Penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap dapat mengurangi jumlah 
peredaran faktur pajak fiktif dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhusus para 
Pengusaha kena pajak (PKP). Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (WP). 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dengan sampel Wajib Pajak yang 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 100 responden. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan teknik 
pengambilan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Regresi Linear Sederhana. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan bahwa penerapan e-Faktur mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di kota 
Palembang. 
 
Kata Kunci: faktur pajak fiktif, e-faktur, dan kepatuhan wajib pajak. 
 
 
Abstract 
Implementation of e-Invoice Value Added Tax (VAT) is considered to be Reduce the 
amount of fictitious tax invoice circulation and can also increase the compliance of taxable 
enterprises (PKP). Therefore, this study was conducted with the aim to determine the effect of e-
Invoicing application to the improvement of Taxpayer Compliance (WP). This kind of research  is 
a quantitative approach with a sample Tax payers who registered at the KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu Palembang as many as 100 respondents. Method of sampling in this research is 
simple random sampling with questionnaire data retrieval technique. Technique data analysis that 
used in this research is simple Regression Linear  Based on the results of the analysis that has been 
done then obtained the conclusion that the application of e-Invoice affects the compliance of Tax 
payrs (WP) in the city of Palembang. 
Keywords: fictitious tax invoice, e-invoice, and taxpayer compliance. 
  
1. PENDAHULUA 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tujuan diperbaharuinya sistem pajak 
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dengan ditambahkannya e-faktur diharapkannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga 
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan , serta 
produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Program e-faktur ini pertama kali diluncurkan pada 1 
juli 2014 pada 45 PKP yang ditetapkan oleh DJP, kemudian pada 1 Juli 2015 pada seluruh PKP 
yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur dan Bali dan akan dilaksanakan secara nasional pada 
1 Juli 2016. Sosialisasi terkait sistem e-faktur telah dilaksanakan oleh seluruh KPP di wilayah 
Jawa dan Bali termasuk pendampingan langsung kepada PKP oleh Account Representative 
(AR) dimasing-masing KPP terdaftar. DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan 
adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan 
faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak. Selain itu karena beban 
administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elekronik untuk faktur 
pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP atau PKP.  Pengguna akan merasa 
nyaman baik dalam proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. E-faktur 
mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan 
pemberian nomor seri faktur pajak dan sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan 
penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak 
bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.(pajak.go.id) . 
selain masalah penyalahgunaan perpajakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga mempunyai 
masalah yang dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, salah satu 
masalahnya adalah kepatuhan masyarakat yang belum tinggi dalam melaksanakan 
kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya. 
DJP berupaya menyelesaikan masalah ini sehingga Negara mendapatkan pajak yang nantinya 
akan digunakan untuk menggerakan perekomomian Indonesia. (www.pajak.go.id).  Adapun 
jumlah  penerimaan pajak PPN & PPnBM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat 
diuraikan pada table dibawah ini :  
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2015 – 2017 
 
Tahun Target Realisasi 
2015 105.943.016.491 88.424.026.923 
2016 110.515.386.055 99.831.371.473 
2017 131.555.067.000 154.542.007.162 
Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2018  
 
Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penerimaan pajak PPN & PPnBM yang 
terlealisasi sampai 31 Desember 2017 mencapai 154.542.007.162 dari target APBN yang 
ditetapkan.  Akan tetapi jumlah pencapaian realisasi penerimaan setiap tahunnya semakin 
meningkat namun tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 penerimaan  pajak 
PPN & PPnBM sebesar 88.424.026.923, pada tahun 2016 penerimaan  pajak PPN & PPnBM 
sebesar 99.831.371.473 hingga akhir tahun 2017 penerimaan  pajak PPN & PPnBM sebesar 
154.542.007.162. Dari realisasi penerimaan di atas dapat diketahui jumlah wajib pajak badan 
yang berstatus PKP yang melaporkan SPT tahunan  di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
yaitu :  
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Tabel 1.2 
Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak  
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2015 – 2017 
Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2018 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu belum sesuai dengan harapan pemerintah. Pada tahun 2015 hingga 2017 hanya 
sebagian yang melapor SPT Tahunan, yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah 4.224 PKP hanya 
1.009 yang melaporkkan SPT Tahunannya dan yang tergolong aktif membayar pajak sebanyak 
845 wajib pajak. tahun 2016  dengan jumlah 4.314 PKP hanya 1.105 yang melaporkkan SPT 
Tahunannya dan yang tergolong aktif membayar pajak sebanyak 934 wajib pajak. tahun 2017  
dengan jumlah 4.379 PKP hanya 1.082 yang melaporkkan SPT Tahunannya dan yang 
tergolong aktif membayar pajak sebanyak 977 wajib pajak. Dengan  jumlah PKP yang setiap 
tahun bertambah dan jumlah wajib pajak yang tergolong aktif setiap tahunnya mengalami 
kenaikan diharapkan melalui e-Faktur ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap 
kewajibannya sehingga tahun-tahun yang akan datang terus meningkat sesuai dengan harapan 
pemrintah. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP 
Pratama Palembang Seberang Ulu, dengan judul “ PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR 
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN 
PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU ” 
 
1.1 RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 
masalah yang dapat penulis ambil adalah “Apakah penerapan e-faktur berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang 
Ulu?”. 
 
1.2 TUJUAN PENELITIAN  
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-faktur 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 LANDASAN TEORI 
2.1.1 teori kepatuhan perpajakan   
Menurut Safri Nurmantu ( 2006: 148) mengatakan bahwa kepatuhan 
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu  keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  
 
2.1.2 pengertian Pajak  
Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyar kepada 
kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
 
Tahun Jumlah pkp terdaftar  
Jumlah pkp 
melapor spt  
Jumlah pkp aktif membayar 
pajak  
2015 4.224 1.009 845 
2016 4.314 1.105 934 
2017 4.379 1.082 977 
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2.1.3.Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam pemungutan pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan yang 
dapat digunakan, menurut Siti Resmi (2017), tiga kelompok sistem pemungutan tersebut 
adalah :  
a. Official assessment system  
Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Self assessment system  
Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, 
melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.  
c. With holding system  
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk 
oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
2.1.4 Pengertian E-Faktur 
E-Faktur adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik 
yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak ( Sakti dan Hidayat, 
2015:123 ). Faktur yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah 
faktur pajak yang dibuat melalui sistem aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan 
dan/atau disediakan oleh DJP. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan 
kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. PKP yang diwajibkan membuat faktur 
pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan keputusan DJP. Pemberlakuan e-faktur 
diakukan secara bertahap sejak 1 jui 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di 
KPP Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan 
pemberlakuan e-faktur secara Nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. 
PKP yang telah wajib e-faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap 
tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
 
2.1.5 Fungsi Faktur  
Fungsi dari faktur pajak ada 3 Fungsi-fungsi inilah yang membuat faktur begitu 
penting dan wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak. Fungsi faktur pajak tersebut adalah :  
1. Bukti pungutan bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena 
pajak atau jasa kena pajak.  
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli barang kena 
pajak atau jasa kena pajak kepada perusahaan kena pajak.  
3. Sebagai sarana mengkreditkan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang 
membeli barang kena pajak.  
4. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) karena impor BKP yang digunakan oleh 
Direktorat Jendrat Bea dan Cukai.  
 
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak  
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment 
system dimana semua pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh 
wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. 
Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan 
perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan 
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana wajib pajak 
bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara 
akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.  
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2.2 Kerangka Pemikiran  
 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumya maka peneliti dapat menyusun kerangka 
pemikiran dengan  variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel 
independen dan satu variabel dependen. Berikut ini data yang dapat disimpulkan :  
    
  
 
 
Gambar 
 2.1 Kerangka Pemikiran  
 
2.3 Hipotesis  
Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:  
H : Penerapan e-Faktur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak.  
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
deskriptif. Yakni mendeskripsikan data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari 
jawaban responden dalam kuisoner yang diberikan oleh peneliti. Penelitian ini dimaksudkan  
untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan 
untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti.  
 
3.2 Objek/ Subjek Penelitian  
 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan e-faktur dan tingkat 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang dikukuhkan sebagai PKP di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi merupakan suatu kumpulan dari subjek penelitian yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu (Sujarweni, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah PKP yang 
terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 4.379 .pada tahun 2017 
sedangkan Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada tahun 2017 sebanyak 100 wajib 
pajak badan.  
 
3.4 Jenis Data  
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data primer yang langsung diperoleh dari objek penelitian yaitu Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuesioner / angket yang akan di 
bagikan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu.  
 
 
 
pengaruh penerapan e-
faktur 
Tingkat kepatuhan wajib 
pajak 
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3.6 Instrumen Penelitisn  
Sumardi Suryabrata (2016) Mengartikan instrumen penelitian sebagai alat yang 
diguakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atriut-atribut 
psikologis. 
 
3.7 Teknik Analisis Data  
dalam penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu yang sudah menggunakan e-faktur, kemudian akan dibagikan 
kuisoner guna mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian  
Sebelum melakukan analisis data, lebih dahului peneliti melakukan penelitian terhadap 
instrumen kuisoner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
 
3.7.1.1 Uji Validitas  
Menurut Ghozali (2012, h.52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 
tidak suatu kuisoner. Kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisoner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuisoner tersebut,pengujian validitas ini 
menggunakan pearson correllation yaitu dengan cara menghitung koreasi antara nilai 
yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat 
signifikasinya berada dibawah 0,05.  
 
3.7.1.2 Uji Reliabilitas  
Menurut Ghozali (2012, h.47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 
mengukur kuisoner  yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
kuisoner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Butir kuisoner dikatakan reliabel (layak) 
jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60. 
 
3.7.2 Uji Asumsi Klasik  
3.7.2.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan 
mempunyai distribudi normal atau tidak dalam model regresi liniar, asumsi ini ditunjukan 
oleh nilai erroryang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi 
yang dimiliki distribusi normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. 
Menurut Singgih Susanto (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan 
berdasarkan probabilitas ( Asymtotic Significance) yaitu : 
1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal  
2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal  
 
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas  
 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamat kepengamat yang 
lain. Menurut Gujarati (2013) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastiditas digunakan 
uji-rank spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai 
absolute dari residual (error) untuk mendetekssi gejala uji heteroskedastisitas, maka 
dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian 
menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolut residual 
diperoleh dari variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel  independen. Jika 
nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual 
signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas ( varian dari residual tidak 
homogen). 
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3.7.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa ingris disebut dengan nama simple 
linear regression digunakan unuk mengukur besarnya pengaruh atau variabel bebas atau variabel 
independen atau variabel predictor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel 
dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita 
menggunakan regresi linear sederhana adalah: 
1. Jumlah sempel yang digunakan harus sama  
2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1(satu) 
3. Nilai residual harus berdistribusi normal 
4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan variabel tergantung 
(Y). 
5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
6. Tidak terjadi gejala autokorelasi (untuk data time series) 
Persamaan regresi linear adalah sebagai berikut :  
Y = a + Bx + e 
Keterangan :  
Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (nilai yang diprediksikan)  
X  = Pelayanan dengan menggunakan e-Faktur  
a   = Konstanta (nilai Y′ apabila X = 0) 
b   = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan 
 
3.7.4 Koefisien Determinasi  
Menurur Ghozali (2012:97) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R
2
< 1). Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangan terbatas. Nilai 
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Persamaan regresi yang akan 
digunakan yaitu :  
 
R = r2 x 100 % 
 
3.7.5 Uji Hipotesis Statistik  
3.7.5.1 Uji Statistik t (Parsial)  
Menurut Ghozali (2012:98) uji beda t-tes digunakan untuk menguji seberapa 
jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara 
individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan 
keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hi potesis 
ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat 
ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitan 
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu  
 Berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kantor 
Pelayanaan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu unit vertikal di 
lingkungan Direktorat Jendral Pajak dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor 
Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepuauan Bangka Belitung. 
Berdiri pada tahun 1994 dengan dasar hukum surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 
29 Maret 1994 Nomor 94/KMK.01/1994 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat 
Jendral Pajak, KPP Palembang Selatan mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 
2001 menjadi KPP Palembang Seberang Ulu dan diubah terakhir menjadi KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu pada tahun 2008 dengan peraturan Menteri Keuangan 
67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006 tentangb Organisasi dan Tata Kerja intansi vertikal Direktorat Jendral 
Pajak sebagaimana telah disempurnakan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.01/2009. Hingga sekarang KPP Pratama Palembang Seberang Ulu senantiasa 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para Wajib Pajak dengan  Sistem Administrasi 
Perpajakan Modern yang didukung teknologi terkini.Berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008, KPP Palembang Seberang Ulu bermetamorfosis 
menjadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sebagai salah satu Kantor Pelayanan 
Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu mengalami perubahan struktur organisasi yang menggabungkan 
fungsi pelayanan KPP, yaitu fungsi pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari KP 
PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 
Pajak (KARIKPA) ke dalam Pelayanan Satu Atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
yang beralamat di Jalan A. Yani No. 59, 14 Ulu Palembang dengan kode kantor 306. 
4.1.2 Visi Dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
1. Visi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu: 
 Menjadi Kantor Pelayanan Pajak penghimpun penerimaan negara terbaik yang 
melayani, membantu, dan menuntun wajib pajak dengan adil, transparan, dan profesional. 
2. Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu: 
a. Memberikan 3M (Melayani, Menuntun, dan Membantu) perpajakan demi terciptanya 
kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak yang bermuara pada 
tercapainya target penerimaan 
b. Memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak demi mewujudkan pajak yang 
berkeadilan 
c. Membentuk aparatur pajak yang berintegritas, bermartabat, dan profesional berbasis 
teknologi modern 
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4.2 Hasil Penelitian  
4.2.1 Uji Validitas  
Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Angket Penerapan eFaktur (X) 
 
 
No.Item  Rxy Rtabel  Keterangan  
1 0.573 0.196 Valid  
2 0.401 0.196 Valid  
3 0.335 0.196 Valid  
4 0.614 0.196 Valid  
5 0.274 0.196 Valid  
6 0.231 0.196 Valid  
7 0.308 0.196 Valid  
8 0.224 0.196 Valid  
9 0.733 0.196 Valid  
10 0.297 0.196 Valid  
11 0.319 0.196 Valid  
12 0.336 0.196 Valid  
Sumber : pengolahan oleh SPSS,2018 
Hasil perhitungan uji validitas terhadap angket penerapan e-Faktur menunjukan bahwa 
seluruh butir yang terdapat dalam angket adalah valid. Item angket dinyatakan valid karena 
nilai dari Rxy  lebih besar dibandingkan dengan nilai Rtabel dengan taraf signifikasi 0,05 
(5%) sebesar 0,196. Dari hasil uji validitas maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan 
yang terdapat dalam angket penerapan e-Faktur dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
No.Item  Rxy Rtabal Keterangan  
1 0.268 0.196 Valid  
2 0.335 0.196 Valid  
3 0.357 0.196 Valid  
4 0.337 0.196 Valid  
5 0.663 0.196 Valid  
6 0.578 0.196 Valid  
7 0.536 0.196 Valid  
8 0.301 0.196 Valid  
Sumber : pengolahan oleh SPSS,2018 
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Hasil perhitungan uji validitas terhadap angket penerapan e-Faktur menunjukan bahwa 
seluruh butir yang terdapat dalam angket adalah valid. Item angket dinyatakan valid karena 
nilai dari Rxy  lebih besar dibandingkan dengan nilai Rtabel dengan taraf signifikasi 0,05 
(5%) sebesar 0,196. Dari hasil uji validitas maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan 
yang terdapat dalam angket penerapan e-Faktur dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.  
4.2.2 Uji Reliabilitas  
Tabel 4.3 
Rangkuman Uji reliabilitas 
    
Variabel  Rxy (rxy) Keterangan  
Penerapan e-Faktur (X)  0.360  0,60 Reliabel  
Kepatuhan Wajib Pajak  (Y)  0.668  0,60 Reliabel  
Sumber : pengolahan oleh SPSS,2018 
Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner penerapan e-Faktur (X) dengan hasil koefisien 
reliabilitas sebesar 0.360, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan hasil koefisien reliabilitas 
sebesar 0.668. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0.05 sehingga secara 
keseluruhan dinyatakan reliabel (andal) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang 
dikumpulkan melalui kuesioner penerapan e-Faktur (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.  
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas  
Tabel 4.4 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 
100 
Normal Parameters
a,b
 Mean 
,0000000 
Std. 
Deviation 1,67663629 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,060 
Positive ,060 
Negative -,053 
Test Statistic ,060 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Sumber : pengolahan oleh SPSS,2018 
 Dari perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-
Smirnov maka diketahui nilai signifikasi sebesar 0,002 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data yang diuji berdistribusi normal.   
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4.3.2 Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual data satu pengamat kepengamatan yang lain. Dari hasil 
output maka di peroleh nilai signifikasi variabel penerapan e-Faktur (X) sebesar 0.918 > 0.05, 
maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.  
 
4.4 Hasil Regresi Linear Sederhana 
 
Tabel 4.5 
 
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -,367 8,187   -,045 ,964 
PenerapaneFaktur ,569 ,126 ,415 4,515 ,000 
Sumber : Data Primer yang diolah,2018 
Y= a + Bx + e 
Y = -0.367+0.569X+e 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan: 
α = -0.367 berarti jika Penerapan e-Faktur (X) dianggap 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) akan menurun sebesar 0.367. 
b = 0.569 berarti jika skor Penerapan e-Faktur (X) meningkat satu point, maka Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.569.  
 
4.5 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
 
Tabel 4.6 
Rangkuman Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
,415
a
 ,172 ,164 1,685 
Sumber : Data Primer yang diolah,2018 
Dari hasil koefisien determinasi R
2 
 sebesar 0.172 berarti sebesar 17,2% variabel 
kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh penerapan e-Faktur sedangkan sisanya sebesar 
82,8% dipengaruhi oleh variabel lain.  
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4.6 Hasil Uji Hipotesis  
4.6.1 Uji t (Persial) 
 
 
Tabel 4.7 
Rangkuman Hasil Uji t Penerapan e-Faktur (X) 
  thitung ttabel Keterangan  
Penerapan e-Faktur 
(X)  
4.515 1.664 H0 diterima  
Sumber : Data Primer yang diolah,2018 
Hasil uji t menunjukan bahwa variabel Penerapan e-Faktur (X) memiliki thitung 
sebesar 4.515 (Lampiran 10 ) sedangkan ttabel dengan signifikasi 5% dengan df = 98 
(1.664) . karena thitung > ttabel, dan nilai signifikasi 0.000< 0.05, maka H0 diterima yang 
artinya Penerapan e-Faktur (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y).  
 
4.7 Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan e-Faktur (X) 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan hasil anlisis yang dilakukan, maka 
pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut sebagai berikut: Berdasarkan hasil 
penelitian diatas, maka disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Seberang Ulu Kontribusi Penerapan e-Faktur (X) secara lagsung 
mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar  0.415
2
X100% = 17.22%. 
koefisien determinasi sebesar 0.415 menunjukan bahwa jika penerapan e-Faktur 
meningkat 1% maka kapatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.415%. Melalui 
e-Faktur DJP berharap dapat mengataasi permasalahan dalam administrasi PPN 
sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN semakin optimal, selain bagi PKP dapat 
menjalankan usahanya menjadi lebih baik e-Faktur mempermudah pelayanan karena 
akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nonor seri faktur 
pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan 
penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak 
bertanggungjawab sehingga potensi pajakyang hilang menjadi sanggat kecil. E-Faktur 
akan memudahkan pemantauan faktur-faktur yang diterbitkan wajib pajak karena 
diharapkan sudah tersingkronisasi antara faktur yang dibuat dengan surat 
pemberitahuan masa PPN sehingga antara PKP yang menginput pajak masukan (PM) 
dan PKP yang menginput pajak keluaran (PK) terkonfirmasi dengan jelas sehingga 
tidak ada lagi penggelapan pajak dan pembuatan serta penggunaan faktur fiktif, e-
Faktur dipredisikan akan memperbaiki sistem PPN dan mengurangi restitusi yang 
tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Harapannya e-Faktur sebagai upaya 
pengamanan penertimaan pajak sekaligus sebagai pembenahan administrasi 
perpajakan, khusosnya sektor PPN, hal ini sekaligus mengantisipasi dinamika bisnis 
dan perkembangan teknologi. Wajib Pajak akan memiliki kepercayaan dan rasa 
tanggung jawab atas kewajibannya dalam membayar pajak jika sistem perpajak dapat 
dipercaya dan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan pembayaran perpajakan 
tersebut. Menurut Safri Nurmatu (2009) Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak 
maka penerimaan Negara akan lebih baik sehingga dapat membantu  pembangunan 
dan perekonomian Negara melalui pajak. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 
pengaruh penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak maka peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa penerapan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap  tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak (WP) di kota Palembang hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang 
baik dalam menggunakan sistem e-faktur , karena e-Faktur mempermudah pelayanan dan  
mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain 
itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur 
pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga potensi 
pajakyang hilang menjadi sanggat kecil. 
 
5.2 Saran  
1. Ada baiknya DJP dan KPP lebih giat dalam mengupayakan penerapan e-Faktur dan 
membuat kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi 
kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara yang bersumbeer dari pajak dapat 
lebih optimal dan memenuhi target penerimaan PPN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
2.bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel seperti kesadaran wajib 
pajak, kinerja karyawan, motifasi kerja karyawan, penerimaan PPN, dll. Sehingga 
penerapan e-faktur dapat lebih efektif dan efisien dalam perbaikan sistem perpajakan di 
Indonesia. 
